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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sekarang ini sedang berlangsung proses Pembaharuan
hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap
hukum pidana formal, hukum pidana materiil dan hukum . pelaksanaan
pidana. Ketiga bidang hukum tersebut bersama-sama atau secara integral
diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam Pelaksanaannya. ‘Salah satu
yang menjadi pemicu terhadap perubahan hukum pidana adalah kemajuan
teknologi-dan informasi. *Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka
pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum
pidana lebih baik sesuai- dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
*Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum

pidana dapat dilihat dari.**

1. Sudut pendekatan kebijakan
a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana

pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-
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masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka
mencapai hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi
masalah-masalah social (termasuk masalah kemanusiaan) dalam
rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan
masyarakat dan sebagainya).”®

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum
pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan
masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan
hukum' pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan
substansi hukum (legal substance) dalam - rangka lebih

mengefektifkan penegakan hukum.

Sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya

melaku
sosio-fi
dan me

yang d

kan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik,
lososfis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi
mberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana

icita-citakan. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan

istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat

perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap

pelaku,

terhadal

sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan

p perbuatan pelaku. *Menurut Alf Ross, untuk dapat
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dikategorikan sebagai sanksi pidana (punishment), suatu sanksi harus
memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada
pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu

merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata
menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu,
keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si

pelaku.

Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak
dimaksud untuk menderitakan dan tidak Diperkenankan meredakan martabat
manusia.’Landasan pemikiran pembaruan terhadap pidana dan pemindaan
bukan hanya menitipberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga

perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.

*Hakim dapat mempertimbangkan jenis pidana apa yang paling sesuai
untuk kasus tertentu dengan mengetahui efek dari berbagai sanksi pidana.
Untuk pemidanaan yang sesuai, masih perlu diketahui lebih banyak mengenai
si pembuat. Ini memerlukan informasi yang cukup tidak hanya tentang pribadi

si pembuat, tetapi juga tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan

yang dituduhkan. Digunakannya pidana sebagai sarana untuk mempengaruhi

tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil, apabila sama sekali
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tidak diketahui tentang orang yang menjadi objeknya. Hal yang paling
diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk

mengulangi perbuatannya.”’

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia,
khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan
semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif. ®Di
dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses
pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika
terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran
pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan
manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara
ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika.

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini
pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran

narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia.

Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika
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lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-
anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah
menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya. Pecandu
pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana
narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua
merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun
negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan
masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu- kebijakan
hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan

pelaku kejahatan.

Berdasarkan tipoligi korban yang di indentifikasi menurut keadaan dan status

korban yaitu®:

a. Unrelated victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya
menjadi korban.

b. Provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya
menjadi korban

c. Particapipating victims, yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi
dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

d. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki
kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. Sosially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial

yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban



f.  Self victimizing victims, yaitu mereka menyadi korban karena kejahatan
yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu

narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan

narkotika yang dilakukannya sendiri.

Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkotika adalah
kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti
sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Secara tersirat,

kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu

narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari
kejahatann itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan self
victimization atau victimless crime. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan
pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika.” Sayangnya
rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap
pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan
vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang
tersebut.Setelah undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 tahun,
pada tahun 2009 Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran
(SEMA RI no 7/2009) yang ditujukan kepada pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika
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di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat

Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi
dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Tentunya Surat
Edaran Mahkamah Agung ini merupakan langkah maju didalam membangun
paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu

narkotika.

Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu
perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku
biasa. Hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat

menurunkan jumlah penyalahguna narkotika.

Undang-undang tentang - narkotika dalam perkembangannya telah
diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Telah terjadi suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan
undang-undang ini, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku
penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan

narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Reformasi hukum pidana dalam undang-undang narkoba di Indonesia
tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan
teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di
Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Reformasi

hukum pidana tersebut, khususnya ketentuan yang mengatur mengenai



rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, merupakan bentuk langkah

pembaharuan hukum

pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang
merupakan kebijakan yang bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi

menyalahgunakan narkotika tersebut.

Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba pada remaja di
indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga

khususnya dan suatu bangsa pada umumnya.

Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya
maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Para remaja korban narkoba
akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu solusi yang
perlu dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna
menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para

pengguna.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan
dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung
mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat
diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern
memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak
dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.
Andaipun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap

diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Karenanya, aliran ini bertitik tolak



dari pandangan determinisme dan menghendaki adanya individualisasi pidana

yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Dalam perkembangannya kemudian, aliran neo Kklasik yang juga
menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia telah
berkembang selama abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan
adanya pembinaan individual terhadap pelaku-tindak pidana (treatment).
Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial

berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil.

Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya
kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan
dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doktrin
kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggung jawaban pidana. Beberapa
modifikasinya antara lain, —diterima berlakunya keadaan-keadaan yang
meringankan baik fiskal, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-
keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada
waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli
untuk menentukan derajat pertanggungjawaban pidana. Bentuk perlindungan
berupa pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika yang
dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi merupakan salah satu realisasi dari

bentuk

“treatment” bagi pelaku kejahatan yang merupakan pemikiran dari aliran neo

klasik.



Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam
penelitian adalah “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Korban
Penyalahgunaan Narkotika di Kota Semarang Menurut Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan
narkotika di kota Semarang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika?

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu
narkotika di Kota Semarang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban
penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang Menurut Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat bagi :
a. Lembaga pendidikan yang mempelajari IImu Hukum khususnya Fakultas

Hukum Universitas Wahid Hasyim sebagai bahan pemikiran dan
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menambah khasanah kepustakaan di bidang IImu Hukum, khususnya bagi

Hukum Pidana.

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku
penyalahgunaan narkotika dan pertimbangan dalam pemberian rehabili
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